
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1707, 2017 BNPT. Nama dan Kelas Jabatan. Pencabutan.  

 
PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 4 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENYESUAIAN NAMA DAN KELAS JABATAN 

DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesesuaian antara 

tanggung jawab dan kesejahteraan pegawai di lingkungan 

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, perlu 

dilakukan penyesuaian terhadap nama dan kelas jabatan 

pada sejumlah jabatan struktural, jabatan fungsional 

tertentu, dan jabatan pelaksana di lingkungan Badan 

Nasional Penanggulangan Terorisme; 

  b. bahwa telah diterbitkan Persetujuan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor B/161/M.SM.04.00/2017 tanggal 31 Mei 2017, 

perihal Persetujuan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di 

Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan 

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 

  tentang Penyesuaian Nama dan Kelas Jabatan di 

Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

  3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan 

Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 30); 

  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Evaluasi Jabatan; 

  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai 

Negeri; 

  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang 

Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1636 Tahun 2013); 

  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

  8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 

Terorisme Nomor Per-01/K.BNPT/I/2017 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional 

Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 397); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN 

TERORISME TENTANG PENYESUAIAN NAMA DAN KELAS 

JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL 

PENANGGULANGAN TERORISME. 

 

Pasal 1 

  Menyesuaikan nama dan kelas jabatan sejumlah jabatan 

struktural, jabatan fungsional tertentu, dan jabatan pelaksana 

di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 

sebagaimana dalam Lampiran I dan Lampiran II yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

 

Pasal 2 

  Penyesuaian nama dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 digunakan sebagai dasar dalam penyusunan 

dan penyempurnaan peta jabatan, pengangkatan pegawai 

dalam jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, 

penyusunan formasi, pengembangan pegawai, mutasi pegawai 

dan redistribusi pegawai serta pemberian tunjangan kinerja. 

 

Pasal 3 

  Apabila dalam penyesuaian dimaksud tidak diperlukan 

pengangkatan dalam literatur jabatan yang baru, maka 

penyesuaian tunjangan kinerja dengan kelas jabatan yang 

baru dilakukan terhitung mulai sejak perhitungan kinerja 

bulan Februari 2017 yang tempo dan prosedur 

pembayarannya disesuaikan dengan ketentuan mengenai tata 

cara penghitungan dan pemberian tunjangan kinerja di 

lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. 

 

Pasal 4 

  Apabila dalam penyesuaian dimaksud diperlukan 

pengangkatan dalam literatur jabatan yang baru, maka 

penyesuaian tunjangan kinerja dengan nama dan kelas 

jabatan yang baru dilakukan terhitung mulai sejak pegawai 

yang bersangkutan menduduki jabatan yang baru sesuai 

www.peraturan.go.id



2017, No.1707 -4- 

dengan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan serta tempo 

dan prosedur pembayarannya disesuaikan dengan ketentuan 

mengenai tata cara penghitungan dan pemberian tunjangan 

kinerja di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan 

Terorisme. 

 

Pasal 5 

  Dengan berlakunya Peraturan Badan ini, maka  Keputusan 

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 

Kep-77/K.BNPT/11/2012 tentang Kelas Jabatan di Badan 

Nasional Penanggulangan Terorisme dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

 

Pasal 6 

Peraturan Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Badan ini dengan menempatkannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Bogor 

pada tanggal 28 Juli 2017 

 

KEPALA BADAN NASIONAL  

PENANGGULANGAN TERORISME 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

SUHARDI ALIUS 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 28 November 2017 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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